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Abstract Urbanization is a global socioeconomic phenomenon that has led to changes in land use, which 
triggers urban density in terms of population and buildings. Uncontrolled urbanization can also create 
formal and informal settlements due to the growth of the urban population. Slums are often considered 
informal settlements, where informality and slums are used interchangeably. However, not all informal 
settlements are considered in the slums category. This study aimed to analyze the slums in terms of the 
formal and informal continuum, where they had a significant overlap. This research was conducted using 
the literature review method based on the search results of scientific articles, books, or other sources 
relevant to the topics discussed. Case studies of cross-country slums have clarified that slums could be a 
series of formal or informal settlements. This study concluded that government political instability, 
overpopulation or squatters, deteriorated housing conditions, inadequate infrastructure, lack of policy 
adjustments and management, and unclear property ownership could contribute to forming slums in formal 
settlements. Informal settlements had characteristics similar to those of slums. Solving the slum problem in 
informal settlements requires a holistic strategy emphasizing improving infrastructure, providing essential 
services, and implementing efficient housing policies. Therefore, it was concluded that slums can be 
formed in formal and informal settlements. 
 
Keywords: Slum; Urban Slum; Formal Settlement; Informal Settlement 
 
Abstrak Urbanisasi adalah fenomena sosio-ekonomi global yang telah menyebabkan perubahan 
penggunaan lahan, di mana memicu kepadatan perkotaan dari segi penduduk dan bangunan. Urbanisasi 
yang tidak terkendali juga dapat menciptakan permukiman formal dan informal, akibat pertumbuhan 
populasi penduduk perkotaan. Permukiman kumuh sering dianggap sebagai permukiman informal, di 
mana istilahnya digunakan secara bergantian. Di sisi lain, tidak semua permukiman informal masuk ke 
dalam kategori permukiman kumuh. Penelitian ini bertujuan untuk membedah istilah permukiman kumuh 
ditinjau dari kontinum formal dan informal, dimana penggunaan istilah keduanya terdapat tumpang tindih 
yang signifikan. Studi ini dilakukan dengan menggunakan metode kajian literatur dari hasil pencarian 
artikel ilmiah, buku maupun sumber lain yang relevan dengan topik yang dibahas. Studi kasus 
permukiman kumuh lintas negara, semakin memperjelas permukiman kumuh dapat menjadi rangkaian 
dari permukiman formal maupun permukiman informal. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa 
ketidakstabilan politik pemerintah, kepadatan penduduk atau penghuni liar, kondisi rumah yang 
memburuk, infrastruktur yang tidak memadai, minimnya penyesuaian kebijakan dan pengelolaan, serta 
kepemilikan properti yang tidak jelas, dapat berkontribusi terhadap pembentukan permukiman kumuh 
pada permukiman formal. Sedangkan permukiman informal memiliki karakteristik yang mirip dengan 
permukiman kumuh. Penyelesaian masalah kekumuhan di permukiman informal membutuhkan strategi 
holistik yang menekankan peningkatan infrastruktur, penyediaan layanan penting, dan implementasi 
kebijakan perumahan yang efisien. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa permukiman kumuh dapat 
terbentuk pada rangkaian permukiman formal maupun informal. 
 
Kata kunci: Permukiman Kumuh; Permukiman Kumuh Perkotaan; Permukiman Formal, Permukiman 

Informal 
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1. Pendahuluan 

Permukiman adalah lingkungan 

fundamental pada sebuah lanskap 

yang dihuni sekelompok manusia 

secara permanen, untuk  tempat 

mereka hidup, berkumpul, tinggal dan 

berinteraksi (Luo et al., 2021; Rimisho 

& Mosha, 2017; Swerida, 2022; Wu et 

al., 2020). Secara konstruksi sosial 

(Nuissl, 2018), permukiman dibedakan 

menjadi dua kategori dasar yaitu 

permukiman kota dan permukiman  

perdesaan (Aligarh, 2023; Coombes, 

2017). Kategori permukiman ini 

terbentuk berdasarkan ukurannya dan 

kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh 

penduduknya (Islam, 2021; Nuissl, 

2018; Oxford, 2023). Permukiman 

perdesaan merupakan tempat tinggal 

penduduk yang menetap di area bukan 

perkotaan, di mana penduduknya 

bekerja dengan membuka praktik 

pertanian dan peternakan (Islam, 2021; 

Nuissl, 2018; Oxford, 2023). 

Permukiman perdesaan terbentuk dari 

interaksi penduduk setempat dan 

integrasinya dengan memanfaatkan 

apa yang tersedia dari lingkungan 

alam, ekonomi, sosial maupun budaya 

(Li et al., 2018; Oxford, 2023). 

Sedangkan permukiman perkotaan 

dapat didefinisikan sebagai 

permukiman berinti yang tumbuh di 

perkotaan, di mana cakupannya 

meliputi kawasan pusat bisnis, lahan 

perumahan, maupun non perumahan, 

dengan mayoritas penduduk bekerja 

dalam kegiatan non-pertanian 

(Dickinson, 1932; Shamaki & Dankani, 

2012). Permukiman perkotaan dapat 

dipelajari sebagai rujukan untuk 

mengetahui pertumbuhan perkotaan 

melalui mode pengisian, perluasan 

area pinggiran, maupun pembentukan 

secara spontan (Scott, 2023; Tian et 

al., 2014).  

Urbanisasi adalah fenomena 

sosio-ekonomi global yang telah 

menyebabkan perubahan penggunaan 

lahan yang signifikan baik di negara 

berkembang maupun negara maju. Hal 

tersebut memicu peningkatan 

penduduk perkotaan sebagai akibat 

dari migrasi penduduk dari desa ke 

kota, untuk mendapatkan kondisi 

kehidupan yang lebih baik (Chikowore 

& Willemse, 2017; Hummel, 2020; Ji et 

al., 2006). Menanggapi tren urbanisasi, 

negara di seluruh dunia mengejar 

pembangunan perkotaan bagi populasi 

perkotaan yang berkembang pesat 

(Frick & Rodríguez-Pose, 2018; 

Hummel, 2020). Urbanisasi memiliki 

pengaruh terhadap kepadatan 

perkotaan, yang didefinisikan sebagai 

kepadatan penduduk dan kepadatan 

bangunan (El Kechebour & Haddad, 

2016; Hummel, 2020; Roskamm, 

2023). Urbanisasi yang tidak terkendali 

juga dapat menciptakan permukiman 

formal dan informal, akibat 

pertumbuhan populasi penduduk 

perkotaan (Magidi & Ahmed, 2019; 

Nations, 2014; Prayojana et al., 2020).   

Jumlah penduduk permukiman 

perkotaan jauh lebih besar daripada 

pemukiman pedesaan, yang secara 

demografis besar dan relatif padat 

penduduk (Ackermann, 2023; Bloch et 

al., 2015; Islam, 2021). Di setiap kota 

besar, terdapat sebuah area dengan 

kepadatan penduduk yang 

keberadaanya digunakan untuk 
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mengetahui konsentrasi struktur spasial 

pertumbuhan kota dan menjadi salah 

satu persyaratan kota dinyatakan hidup 

(Clark, 1951; Hummel, 2020; Peng et 

al., 2021; Romdhoni, 2020). Seiring 

pertumbuhan permukiman perkotaan, 

kelompok berpenghasilan rendah 

(termasuk migran berpenghasilan 

rendah) memiliki keterbatasan terhadap 

akses perumahan dikarenakan harga 

tanah dengan lokasi yang baik 

cenderung lebih mahal (Fithra et al., 

2019; Ginting, 2011; Tacoli et al., 

2015). Keterjangkauan sebuah hunian 

bergantung pada profesi seseorang, 

seperti halnya seseorang dengan 

pekerjaan manajemen, bisnis, teknis, 

dan kesehatan yang lebih mampu 

membeli rumah (Hummel, 2020). Oleh 

karenanya, kelompok berpenghasilan 

rendah dan para migran banyak 

menyasar permukiman kumuh 

(Cavalcanti-Ferreira et al., 2016; 

Huchzermeyer, 2011). Kasus di India, 

permukiman kumuh merujuk pada 

hunian padat penduduk dengan harga 

sewa yang rendah dengan kualitas di 

bawah standar (Huchzermeyer, 2011; 

Vinodia et al., 2017). Permukiman 

kumuh perkotaan merupakan 

fenomena dari hasil ideologis ekonomi 

– politik, dimana penduduknya 

merupakan masyarakat berpenghasilan 

rendah yang rentan terhadap 

kemiskinan (Hacker et al., 2013; 

Suartika & Cuthbert, 2017; UN-Habitat, 

2018). Permukiman kumuh dianggap 

sebagai kawasan hunian yang tidak 

layak bagi penghuni kota dengan 

pemandangan yang buruk dan menjadi 

permasalahan kota (Fithra et al., 2019). 

Menurut Peraturan Menteri PUPR No. 1 

Tahun 2011, Permukiman Kumuh 

adalah permukiman yang tidak layak 

huni karena ketidakteraturan bangunan, 

tingkat kepadatan bangunan yang 

tinggi, dan kualitas bangunan serta 

sarana dan prasarana yang tidak 

memenuhi syarat (Kementerian PUPR, 

2011). Sama halnya dengan yang 

disampaikan oleh UN Habitat, 

permukiman kumuh dicirikan memiliki 

perumahan dan layanan dasar yang 

kurang memadai (UN-Habitat, 2018). 

Permukiman informal sering 

dianggap sebagai permukiman kumuh 

(Amao, 2012), di mana istilahnya 

digunakan secara bergantian antara 

istilah informalitas dan kekumuhan 

(Kachenje, 2020; Kohli et al., 2012). 

Padahal tidak semua permukiman 

informal masuk ke dalam kategori 

permukiman kumuh (Chatterjee, 2019; 

Jones, 2017). Permukiman informal 

adalah lingkungan perkotaan atau 

distrik yang berkembang dan 

beroperasi tanpa kontrol formal negara, 

hidup berdampingan tetapi tidak selalu 

identik dengan permukiman liar dan 

permukiman kumuh (Atika, 2020; 

Dovey & King, 2011). Permukiman 

informal memiliki arti yang lebih luas 

daripada permukiman kumuh karena 

merujuk pada permukiman tidak 

terencana dan tidak disahkan oleh 

negara (Jones, 2017). Beberapa 

permukiman kumuh merupakan bagian 

dari sektor perumahan formal, dan 

beberapa permukiman informal 

mungkin memiliki kondisi kehidupan 

yang sangat baik dan sebenarnya 

cukup makmur (Jason, 2016). Ada 

beberapa permukiman miskin yang 

dianggap formal disebut permukiman 

kumuh dan ada pula yang dianggap 

informal disebut permukiman liar 

(Bawole, 2009). Sehingga, istilah 

permukiman informal tidak memiliki 
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definisi yang jelas dan ringkas (Abbott, 

2002). 

Dari yang telah dijelaskan 

sebelumnya, terdapat tumpang tindih 

yang signifikan terkait penggunaan 

istilah permukiman informal yang sering 

disamakan dengan permukiman 

kumuh. Oleh karena itu, studi ini 

bertujuan untuk membedah istilah 

permukiman kumuh ditinjau dari 

kontinum permukiman formal dan 

informal melalui penelusuran hubungan 

antarketiganya. Diharapkan penelitian 

ini mampu mengisi celah dengan 

memberikan wawasan terkait 

pembentukan permukiman kumuh pada 

permukiman formal dan informal yang 

dilengkapi dengan studi kasus.  

 

2. Metode 

Studi ini dilakukan dengan 

menggunakan metode kajian literatur 

dari hasil pencarian artikel ilmiah, buku 

maupun sumber lain yang relevan 

dengan topik yang dibahas. Metode ini 

berfokus untuk meringkas dan 

mensintesis argumen maupun gagasan 

dari orang lain (Ramdhani et al., 2014). 

Untuk mencapai tujuan 

penelitian dilakukan pencarian 

keterkaitan antara permukiman kumuh 

dengan permukiman formal dan 

informal. Permukiman informal sering 

dianggap sebagai permukiman kumuh, 

padahal belum tentu demikian. 

Permukiman kumuh juga bisa berasal 

dari permukiman formal. Alur 

pembahasan dimulai dengan 

penjelasan definisi dari permukiman 

kumuh, permukiman formal dan 

permukiman informal. Kemudian 

dilanjutkan dengan penjelasan 

permukiman kumuh pada permukiman 

formal dan informal. 

Dalam mencari referensi 

literatur digunakan kriteria sumber, 

yang memiliki keterkaitan dengan 

permukiman kumuh. Untuk mencapai 

tujuan penulisan artikel, penulis juga 

memberikan penjelasan mengenai studi 

kasus permukiman kumuh lintas 

negara. Hal tersebut berguna untuk 

mengetahui sekaligus memperjelas 

permukiman kumuh, yang ternyata 

dapat menjadi rangkaian dari 

permukiman formal maupun informal. 

 

3. Hasil dan Pembahasan  

Definisi Permukiman Kumuh 

Permukiman kumuh perkotaan 

dapat didefinisikan sebagai sebuah 

daerah perkotaan yang padat 

penduduk ditandai dengan kondisi 

perumahan dibawah standar dengan 

keterbatasan akses infrastruktur 

perkotaan yang tidak memadai (Dovey 

et al., 2020; Hacker et al., 2013; 

Suartika & Cuthbert, 2017; UN-Habitat, 

2018). Pembangunan permukiman 

kumuh didorong oleh kombinasi migrasi 

desa ke kota yang cepat, kemiskinan 

perkotaan yang meningkat, 

ketidakmampuan kaum miskin kota 

untuk mengakses lahan yang 

terjangkau untuk perumahan, dan 

kepemilikan lahan yang tidak aman 

(Surya et al., 2020).  

Istilah "kumuh" pertama kali 

muncul kembali pada abad ke -19, 

yang identik dengan permukiman padat 

penduduk tempat "penipuan" atau 

"perdagangan kriminal" (Huchzermeyer, 

2011; Macapagal, 2017). Selain itu,  

kondisi penduduk permukiman kumuh 

memiliki tingkat penyakit yang tinggi 

akibat kekurangan gizi, keadaan tidak 

sehat, dan minimnya akses fasilitas 

kesehatan dasar (Elrayies, 2016). 
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Permukiman kumuh selalu 

melambangkan sisi  gelap perkotaan, 

sebagai area yang miskin dan tidak 

dikenali, dengan kekhawatiran serta 

ketakutan akan keterbatasan sanitasi 

sekaligus minimnya higienitas. Tidak 

hanya itu, kekhawatiran juga dirasakan 

lebih mendalam terkait kemunduran 

maupun hilangnya kontrol publik 

(Steinbrink, 2012). 

Citra kumuh yang paling ikonik, 

tentu saja adalah unit rumah dibangun 

secara buruk, sehingga mencerminkan 

kekurangan dari segi ekonomi, 

material, dan layanan dasar  (Gulyani & 

Bassett, 2010; Suartika & Cuthbert, 

2017; UN-Habitat, 2018). Umumnya 

permukiman kumuh ditandai dengan 

kemiskinan dan pengangguran 

(Elrayies, 2016). Kawasan kumuh 

dapat didefinisikan sebagai hunian 

yang tidak memadai karena kurangnya 

ketersediaan fasilitas fisik (ruang 

terbuka hijau, drainase, penyediaan air 

bersih, jaringan komunikasi dan lain-

lain) serta fasilitas sosial (Amrullah et 

al., 2017).  

Dari penjelasan sebelumnya, 

dapat disimpulkan bahwa, permukiman 

kumuh perkotaan mengacu pada 

daerah padat penduduk di lingkungan 

perkotaan yang memiliki kondisi 

perumahan di bawah standar dan 

akses terbatas ke infrastruktur dasar 

perkotaan. Perkembangan permukiman 

kumuh didorong oleh faktor-faktor 

seperti urbanisasi yang cepat, 

meningkatnya kemiskinan perkotaan, 

kesulitan mendapatkan perumahan 

yang terjangkau, dan penguasaan 

lahan yang tidak aman. Daerah kumuh 

secara historis dikaitkan dengan 

kegiatan kriminal dan dicirikan oleh 

tingkat penyakit yang tinggi, serta 

fasilitas kesehatan yang tidak 

memadai. Mereka mewakili sisi kota 

yang terpinggirkan dan terabaikan, 

dengan kekhawatiran tinggi terhadap 

sanitasi, kebersihan, dan kontrol publik. 

Unit rumah bobrok, ketidak teraturan 

bangunan, kepadatan (hunian dan 

bangunan), kurangnya layanan penting, 

kemiskinan serta pengangguran yang 

tinggi, semakin menunjukkan tantangan 

yang harus dihadapi oleh permukiman 

kumuh.  

 

Definisi Permukiman Formal dan 

Permukiman Informal 

Tren pembangunan perkotaan 

terkait dengan lingkungan binaan, 

ekonomi perkotaan, dan penyediaan 

layanan dapat berada pada rangkaian 

“formal” atau “informal” (Abebe, 2011, 

p. 1; Silva, 2016, p. 2). Dalam literatur, 

pasar perumahan biasanya 

dikategorikan menjadi dua sektor 

utama yakni formal dan informal, 

berdasarkan tingkat kepatuhan 

terhadap peraturan tentang kepemilikan 

tanah, pengembangan lahan dan 

standar bangunan. Sektor formal 

mengacu pada pembangunan 

perumahan yang dibangun menurut 

peraturan pembangunan oleh negara. 

Sedangkan sektor informal merujuk 

pada perumahan yang dibangun di luar 

sistem peraturan hukum yang 

diberlakukan oleh negara (Setiawan, 

1998). 
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Pemukiman formal adalah yang 

diakui oleh pemerintah, dimana 

pemerintah juga mengelola administrasi 

dan manajemen. Permukiman formal 

dibentuk mengikuti bidang sistem 

administrasi pertanahan negara dan 

mematuhi persyaratan hukum dan 

peraturannya (UNHCR, 2015). 

Permukiman formal direncanakan 

sesuai dengan standar hunian dan 

alokasi penggunaan lahan, yang 

diproduksi secara legal (Abebe, 2011). 

Rumah pada kawasan pemukiman 

formal dibangun oleh pengembang 

swasta maupun kontraktor, dengan nilai 

tanah dan pasar persewaan yang 

terkendali (Abebe, 2011; Motoro et al., 

2019; Wahyuni et al., 2009). 

Permukiman formal menjadi tempat 

kerja bagi masyarakat miskin perkotaan 

yang sebagian besar merupakan 

penghuni permukiman informal, di 

mana akses pencapaiannya terkadang 

jauh (Onyango, 2023; Sahalo, 2009).  

Permukiman informal adalah 

kawasan pemukiman yang 

dikembangkan tanpa mengikuti aturan 

formal yang spesifik dan relevan 

(Kachenje, 2020). Permukiman informal 

tidak memenuhi satu atau beberapa 

Gambar 1. Posisi Permukiman Kumuh dalam Permukiman Perkotaan 

Sumber : Penulis (Diolah dari Berbagai Sumber), 2023 



 

 
Permukiman Kumuh Ditinjau dari Kontinum Formal dan Informal (Studi Kasus: Permukiman Kumuh 
Lintas Negara)/Firdha Ayu Atika, Ikaputra 

174 | Media Komunikasi Geografi, Vol. 24, No. 2, Desember 2023: 168-188 

 

persyaratan hukum dan peraturan, 

yang direncanakan sendiri secara 

terjangkau oleh penduduk setempat 

dengan mode swakelola (Dovey et al., 

2020; Fekade, 2000; UN-Habitat, 

2018). Permukiman informal telah 

menutupi sebagian besar lanskap kota, 

dan telah menjamur, baik dalam hal 

kepadatan maupun perluasan yang 

terbentuk  tidak terencana oleh 

penduduk dengan keterbatasan akses 

pasar perumahan formal 

(Huchzermeyer, 2011; Jean-Baptiste et 

al., 2018). Permukiman informal 

perkotaan adalah wilayah urbanisme 

yang dinamis tidak terencana di bawah 

standar, di mana menjadi tempat 

tinggal untuk menampung kaum miskin 

kota dan seringkali menyerap 

pendatang (Dovey et al., 2020; Dovey 

& King, 2011; Huchzermeyer, 2011). 

Permukiman informal dihasilkan oleh 

campuran rumah tangga kelompok 

kecil pemukim, pemilik tanah, penghuni 

liar dan oknum pengembang (Dovey et 

al., 2020; Motoro et al., 2019). 

Tingkat urbanisasi yang tinggi 

menimbulkan berbagai tantangan, baik 

bagi pengelola kota maupun penduduk. 

Namun, pada kenyataannya standar 

dan peraturan formal perencanaan kota 

tidak lagi relevan untuk memenuhi 

tantangan ini (Fekade, 2000). Secara 

garis besar, permukiman formal 

mematuhi peraturan yang diberlakukan 

negara, diakui dan dikelola oleh 

pemerintah, dan mengikuti persyaratan 

hukum dan peraturan. Mereka 

direncanakan sesuai dengan standar 

dan penggunaan lahan yang 

dialokasikan. Sebaliknya, permukiman 

informal berada di luar kerangka 

hukum, tidak memiliki pengakuan dan 

regulasi yang jelas. 

Pembentukan Permukiman Kumuh 

pada  Permukiman Formal 

Definisi permukiman kumuh juga 

merujuk pada perumahan formal di 

mana mengalami penurunan kondisi 

yang semakin memburuk, setelah 

bertahun – tahun digunakan dan 

mengarah pada penurunan jumlah 

perumahan (Azhar et al., 2021; 

Huchzermeyer, 2011). Mengacu pada 

studi dari Latin American Housing 

Network (LAHN), kekumuhan muncul 

pertama kali akibat terjadi kepadatan. 

Pada pasar perumahan sewa bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah, 

beberapa anak dewasa yang telah 

berkeluarga tetap tinggal bersama 

orang tua mereka. Oleh karenanya, 

kepadatan populasi menjadi hal yang 

biasa terjadi di sana. Kedua, kepadatan 

tersebut menjamur dalam bentuk baru 

sebagai rumah sewaan bagi anak 

dewasa dengan keluarga muda, yang 

seringkali berwujud satu atau dua 

kamar pada satu unit hunian. Ketiga, 

kekumuhan terjadi dikarenakan 

kerusakan dan tekanan yang cukup 

besar pada struktur fisik tempat tinggal. 

Setelah penggunaan intensif selama 30 

tahun atau lebih, struktur fisik tempat 

tinggal yang dibangun hanya memiliki 

sedikit perbaikan. Kondisi semakin 

diperparah oleh infrastruktur air, 

drainase dan listrik yang tidak memadai 

serta jauh dari keselamatan, karena 

direncanakan untuk melayani beban 

populasi lebih rendah dari 

kenyataannya.  Keempat, desain 

tempat tinggal ketinggalan jaman dan 

penggunaan ruang tidak dapat 

menanggapi kebutuhan akan 

permasalahan privasi. Terakhir, 

penggelapan atau ketidak jelasan 

status kepemilikan properti juga turut 
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memperumit terjadinya kekumuhan. 

Biasanya pola ini dihasilkan dari 

warisan informal, karena anak-anak 

dewasa menjadi pewaris properti atas 

nama orang tua (Azhar et al., 2021). 

Di Amerika, sistem perumahan 

rakyat mungkin dimulai dengan niat 

untuk menyediakan rumah berkualitas 

bagi populasi berpenghasilan rendah. 

Namun, upaya tersebut dengan cepat 

dipatahkan bagaimana program 

tersebut dibuat dan dikelola. 

Pendanaan yang tidak memadai, 

pemeliharaan yang buruk, dan sensasi 

media menciptakan narasi kehidupan 

kumuh di bawah standar. Meskipun 

ratusan ribu unit hunian telah dibangun, 

kurangnya investasi berkelanjutan 

untuk pemeliharaan menyebabkan 

perumahan rakyat mengalami 

kerusakan yang cepat. (Brown, 2020). 

Krisis dan resesi perumahan 

Amerika satu dekade lalu juga dialami 

oleh Meksiko. Kondisi perkembangan 

perumahan sangat bervariasi. 

Beberapa perumahan memenuhi 

standar dasar, namun beberapa 

mengalami penurunan kualitas 

perumahan seperti sistem air bersih 

dan sanitasi yang gagal, jaringan listrik 

yang belum selesai, dan infrastruktur 

lain yang tidak terpenuhi. Banyak 

pembangunan diwujudkan jauh dari 

pusat pekerjaan, di lahan terpinggirkan 

dengan akses air yang langka, tanpa 

adanya tinjauan oleh pemerintah 

(Marosi, 2017). 

Pada abad ke – 19, urbanisasi 

dan industrialisasi yang pesat terjadi di 

Inggris. Kota-kota industri baru menarik 

banyak orang yang memadati gedung-

gedung yang sudah ada. Akibatnya 

mereka menghuni gedung dengan 

adaptasi buruk, yang dibangun secara 

tidak memadai. Banyak bangunan 

bocor dan tidak memiliki ventilasi, 

maupun sanitasi yang memadai. 

Kondisi seperti itu menciptakan tempat 

berkembang biaknya penyakit. Tingkat 

kepadatan yang tinggi menyebabkan 

infeksi penyakit menyebar dengan 

cepat (Towers, 2002). 

Sama halnya di India, banyak 

proyek penanganan kumuh bagi kaum 

miskin dikatakan tidak berhasil. Banyak 

uang dihabiskan untuk perumahan 

skala besar bagi kaum miskin 

perkotaan. Perumahan bersubsidi 

berhasil dibangun dengan cepat, 

namun gagal menarik sasaran 

populasi. Terlepas dari kualitas yang 

buruk, kelemahan utamanya berkaitan 

dengan stok perumahan banyak yang 

tidak ditempati, dikarenakan jarak untuk 

sampai ke tempat kerja cukup jauh, 

serta minimnya fasilitas sekolah dan 

rumah sakit. Di sisi lain, kekosongan 

tersebut juga didapati pada perumahan  

baru, yang dibangun di dekat 

permukiman kumuh.   Menurut evaluasi 

pasca huni, beberapa penghuni tidak 

puas dengan biaya sewa, luasan, 

desain dan kualitas unit. Banyak yang 

menganggap bangunan bertingkat tidak 

mendukung praktik mata pencaharian 

mereka saat ini. Selain itu, fasilitas 

infrastruktur yang buruk dan tidak 

adanya pemeliharaan oleh pemerintah 

juga menjadi alasan utama 

ketidakpuasan (Vinodia et al., 2017). 

Penjelasan sebelumnya telah  

memberikan gambaran menyeluruh 

tentang kondisi dan faktor yang 

berkontribusi terhadap perkembangan 

permukiman kumuh di berbagai 

belahan dunia. Isu-isu yang sering 

terjadi pada perumahan formal 

sehingga memicu kekumuhan berkaitan 
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dengan kepadatan penduduk, 

memburuknya kondisi perumahan, 

infrastruktur yang tidak memadai 

(seperti air, drainase, dan listrik), 

desain usang, dan kepemilikan properti 

yang tidak jelas. Contoh spesifik dari 

berbagai negara, termasuk Amerika 

Serikat, Meksiko, Inggris, dan India, 

mengilustrasikan berbagai tantangan 

kestabilan politik yang dihadapi dalam 

pengelolaan dan pengaturan kebijakan 

perumahan rakyat pasca huni. 

 

Pembentukan Permukiman Kumuh 

pada Permukiman Informal 

Permukiman kumuh biasanya 

terletak di pusat kota, berpenduduk 

padat dengan kondisi perumahan yang 

memburuk di bawah standar dan 

merefleksikan kemiskinan (Fekade, 

2000; Shimamura et al., 2017). Di India, 

permukiman kumuh merujuk pada 

hunian yang memiliki kepadatan 

penghuni, dengan harga sewa rendah 

(Huchzermeyer, 2011). Penghuni 

permukiman kumuh memiliki 

keterjangkauan dan akses terbatas 

terhadap kepemilikan hunian yang 

layak, karena berpenghasilan rendah. 

Akibatnya, mereka membangun tempat 

tinggal sendiri, tanpa mematuhi 

peraturan tentang kepemilikan tanah 

yang dibangun secara legal. 

Penggunaan tanah dan zonasinya 

terkadang menempati lokasi strategis 

namun berbahaya dan terkadang tidak 

sesuai peruntukan, dengan infrastruktur 

dasar dan bahan bangunan yang minim 

(Ginting, 2011; Gulyani & Bassett, 

2010). Lebih lanjut, keberadaan lahan 

terlantar juga dapat menyebabkan 

munculnya kawasan kumuh, yang 

mengurangi daya tarik visual dan 

kepraktisan pemanfaatan lahan 

sekaligus berpotensi menimbulkan 

permasalahan sosial yang tidak 

diinginkan (Jaya, 2013; Rahajuni et al., 

2020). 

Selain permukiman kumuh, 

permukiman informal menjadi alternatif 

tempat tinggal bagi mayoritas rumah 

tangga miskin dan penduduk baru 

perkotaan (Bah et al., 2018). 

Permukiman informal dapat menjadi 

tempat pembiakan ideal untuk kantong 

– kantong permukiman kumuh yang 

tersebar di seluruh wilayah perkotaan 

(Abebe, 2011; Jones, 2017). Tidak 

semua permukiman informal 

merupakan permukiman kumuh 

(Chatterjee, 2019,). Seperti halnya di 

Indonesia, kampung merupakan 

permukiman informal yang 

kemungkinan besar memiliki 

karakteristik mirip dan sering 

dideskripsikan sebagai permukiman 

kumuh perkotaan (Hutama & Kristiadi, 

2019; Tauran, 2021). Kampung secara 

khusus mengacu pada permukiman 

vernacular dengan karakteristik 

perdesaan dan cara hidup tradisional 

(Funo et al., 2002). Menurut Silas dan 

Devas dalam Shirleyana (2018), tidak 

semua kampung bisa dianggap sebagai 

permukiman kumuh dan liar. Lebih 

lanjut Santosa dan Setijanti dalam 

Shirleyana (2018) berpendapat bahwa, 

kampung sebagai permukiman informal 

dengan infrastruktur yang minimum, 

tidak dapat dianggap kumuh apabila 

diperbaiki oleh penduduk secara 

bertahap. Dalam kasus permukiman 

informal, asal muasalnya mungkin 

terjadi di luar sarana formal. Tetapi 

seiring berjalannya waktu dapat 

menjadi formal, melalui program 

peningkatan atau perbaikan 
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permukiman kumuh oleh pemerintah 

(Jones, 2017; Taubenböck et al., 2018). 

Dalam proses pembentukan 

permukiman informal, terdapat 3 

tahapan yang terdiri dari fase awal, 

fase konsolidasi dan fase jenuh. Fase 

pertama (fase bayi), diawali dari lahan 

tersedia yang diubah menjadi 

pemukiman oleh kelompok 

berpenghasilan rendah. Kemudian 

masuk pada fase konsolidasi yang 

merupakan tahap di mana kelompok 

berpenghasilan menengah juga tertarik 

membangun perumahan, hingga tidak 

ada lagi ketersediaan lahan kosong. 

Memasuki tahap terakhir, yakni fase 

jenuh, di mana konstruksi tambahan 

mengarah pada pembangunan rumah 

secara vertikal akibat kepadatan 

penduduk dan bangunan (Abebe, 2011; 

Fekade, 2000). Faktor kritis yang 

menyebabkan terbentuknya 

permukiman informal berkaitan dengan 

beberapa perubahan besar meliputi, 

kemiskinan; urbanisasi yang cepat 

akibat masuknya orang desa ke kota; 

bencana alam yang menyebabkan 

perpindahan besar-besaran orang ke 

tempat-tempat yang memiliki 

keamanan dan kesempatan hidup lebih 

baik; ketidak efektifan kebijakan 

perumahan dan perencanaan; 

administrasi publik maupun pertanahan 

yang tidak efisien dan tidak memadai 

(Amao, 2012; Jean-Baptiste et al., 

2018). 

Secara ringkas, permukiman 

informal memiliki karakteristik yang 

sama dengan permukiman kumuh. 

Namun tidak dapat dianggap demikian,  

jika permukiman informal telah 

menjalani perbaikan terkait 

ketersediaan infrastruktur dan layanan 

memadai, yang dilakukan oleh 

penduduk bersama pemerintah. Pada 

fase jenuh pembentukan permukiman 

informal, konstruksi vertikal menjadi 

perlu karena kepadatan penduduk dan 

bangunan. Akan tetapi, apabila 

keterbatasan rumah akibat kepadatan 

penduduk pada permukiman informal 

tidak ditunjang dengan pembangunan 

vertikal, dapat memicu terbentuknya 

permukiman kumuh dengan kondisi 

perumahan yang memburuk di bawah 

standar yang merefleksikan 

kemiskinan. 

 

Studi Kasus Permukiman Informal 

yang Menjadi Kumuh 

Permukiman Kumuh Mumbai, India 

(O’Hare et al., 1998) 

Mumbai (Bombay) adalah pusat 

industri dan komersial utama India. 

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, 

Mumbai adalah kota terbesar ketujuh di 

dunia dengan tingkat pertumbuhan 

penduduk tercepat kelima. Akan tetapi, 

lebih dari setengah populasi hidup 

dalam kondisi kemiskinan yang parah, 

berdesakan di daerah kumuh dan 

gubuk yang penuh sesak yang terletak 

di lingkungan marjinal tidak sehat. Ada 

banyak alasan kompleks untuk krisis 

perumahan di Mumbai, termasuk 

migrasi masuk dan pertumbuhan 

penduduk yang tinggi. 

Kebijakan pembangunan 

perkotaan masa lalu di Mumbai lebih 

memprioritaskan industri padat modal 

dan pertumbuhan sektor informal 

berupah rendah, yang mengarah ke 

situasi di mana sistem transportasi 

bersubsidi memungkinkan orang miskin 

untuk tinggal dan bekerja di kota. 

Kondisi perumahan yang tidak 

memadai dialami langsung oleh kaum 

miskin Mumbai, di mana mencerminkan 
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kelemahan sistem perencanaan kota, 

termasuk kurangnya investasi publik 

dan terbatasnya ketersediaan lahan 

maupun pilihan perumahan sewa. 

 

Kampung 1001 Malam, Surabaya, 

Indonesia (Fadilla & Zain, 2019) 

Kampung 1001 Malam menjadi 

perkampungan yang didirikan oleh 

warganya pada tahun 1999. Untuk 

masuk ke kampung ini hanya dapat 

diakses melalui jalan di bawah 

jembatan tol, dengan menggunakan 

perahu yang kualitas dan 

keamanannya tidak memadai. Warga 

Kampung 1001 Malam tinggal di kolong 

jembatan tol, meski menghadapi 

bahaya keselamatan yang sangat 

tinggi. 

Menempati area seluas 5 

hektar, Kampung 1001 Malam memiliki 

kepadatan penduduk yang tinggi 

(tercatat sebanyak 717 KK pada tahun 

2018). Kepadatan tersebut 

menimbulkan beberapa permasalahan 

yang menonjol di masyarakat, antara 

lain keberadaan permukiman kumuh, 

dan infrastruktur yang kurang memadai. 

Misalnya, rumah berukuran 24 m² 

ditempati oleh beberapa rumah tangga, 

seringkali terdiri lebih dari 10 anggota 

keluarga. Selain itu, banyak rumah 

tidak memiliki fasilitas MCK yang 

memenuhi standar kesehatan. Anak-

anak terbatas bermain di gang sempit, 

dan aktivitas rumah tangga yang 

penting seperti memasak dan mencuci 

dilakukan di ruang terbuka, 

memanfaatkan jalan atau gang di 

depan tempat tinggal mereka. 

 

 

Studi Kasus Permukiman Formal 

yang Menjadi Kumuh 

Pruitt-Igoe, Amerika Serikat (Bristol, 

1991) 

Pruitt-Igoe adalah salah satu 

dari proyek perumahan, yang 

ditargetkan untuk pembersihan daerah 

kumuh dengan konsep pembangunan 

kembali pasca perang. Dalam 

perjalannya, unit hunian yang 

disediakan menampung penyewa 

Gambar 2. Studi Kasus Permukiman Kumuh Lintas Negara 

Sumber : Disketsa Ulang oleh Penulis (Diolah dari Berbagai Sumber), 2023 
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dengan kepadatan lebih tinggi daripada 

tempat tinggal kumuh aslinya. 

Pruitt-Igoe selesai dibangun 

pada tahun 1954, di mana merupakan 

proyek eksklusif orang kulit hitam. Pada 

awalnya Pruitt-Igoe dianggap sebagai 

dua bagian terpisah (Pruitt untuk orang 

kulit hitam dan Igoe untuk orang kulit 

putih). Mahkamah Agung telah 

memaksa desegregasi, namun upaya 

integrasi gagal. Pada tahun 1958, 

kondisi Pruitt-Igoe mulai memburuk 

yang ditandai kualitas hunian yang 

terus menurun dan penghapusan 

fasilitas. Pejabat perumahan gagal 

mengantisipasi perubahan tren 

demografis pasca perang, yang 

memengaruhi pasar perumahan. 

Berdasarkan undang-undang 

perumahan, otoritas perumahan lokal 

diharapkan mendanai operasional dan 

pemeliharaan mereka dari uang sewa. 

Dalam periode kenaikan biaya dan 

penurunan hunian, otoritas perumahan 

berada dalam tekanan biaya 

pendapatan yang menghambat 

kemampuannya untuk melakukan 

perbaikan dasar. Selain itu, pendapatan 

penyewa rata-rata menurun. Sehingga 

proyek ini semakin dihuni oleh segmen 

termiskin dan paling terdemoralisasi 

dari populasi kulit hitam, yang disertai 

dengan meningkatnya kejahatan serta 

kekerasan.  

 

Rusunawa Sombo, Surabaya, 

Indonesia (Vialita & Rahmawati, 2020). 

Rusunawa Sombo yang 

berlokasi di Surabaya merupakan 

kompleks perumahan yang disewakan 

sejak tahun 1990. Namun kondisi 

Rusunawa Sombo saat ini sudah tidak 

sesuai lagi dengan tujuan 

pembangunannya karena kepadatan 

penduduk yang tinggi, meskipun telah 

dilakukan peremajaan secara berkala. 

Kualitas bangunan memburuk, proteksi 

kebakaran tidak memadai, dan tidak 

ada fasilitas untuk menampung 

penyandang disabilitas atau orang 

lanjut usia. Akibatnya, isu-isu ini 

berdampak negatif baik pada 

kenyamanan dan keamanan hidup, 

yang pada akhirnya mempengaruhi 

kualitas hidup secara keseluruhan. 

 

Studi Kasus Bangunan Formal 

(Bukan Permukiman) yang Menjadi 

Permukiman Informal Kumuh 

Torre de David, Caracas, Venezuela 

(Gómez, 2014) 

Seperti halnya Torre de David, 

gedung perkantoran perbankan 45 

lantai yang belum selesai dan 

ditinggalkan di pusat kota Caracas, 

Venezuela. Pembangunan tiba – tiba 

terhenti dikarenakan kematian dari 

penyokong dana keuangan dan krisis 

politik yang berujung kudeta pada 

tahun 1992. Gedung tersebut secara 

tidak terencana ditempati penghuni liar 

sejak tahun 2007, yang mengungsi 

akibat bencana alam atau pindah ke 

kota untuk mencari peluang kerja. Torre 

de David berada di kondisi genting, di 

mana memiliki keterbatasan terhadap 

air, listrik, dan sanitasi yang baik. 

Sebagian besar ruang yang ada tidak 

memiliki dinding, pintu dan jendela. 

 

Gedung Setan, Surabaya, Indonesia 

(Aristyawan, 2021; Santoso & Isr, 2019; 

Suwarlan, 2022) 

Gedung Setan di Surabaya 

yang semula diperuntukkan sebagai 

bekas kantor VOC wilayah Jawa Timur, 

kini menampung ratusan warga 

keturunan Tionghoa (Aristyawan, 
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2021). Dahulunya Gedung setan 

dimiliki oleh J.A Ridder Von Middlekop, 

penguasa tertinggi VOC di Jawa Timur, 

sebelum diambil alih oleh dr. Teng Sui 

Hui. Setelah di ambil alih oleh dr. Teng 

Sui Hui, bangunan tersebut tidak hanya 

berfungsi sebagai tempat tinggal 

melainkan juga berfungsi sebagai 

rumah duka, terutama melayani etnis 

Tionghoa bermarga Teng di Surabaya. 

Terletak di bawah bukit pemakaman 

Tionghoa Banyu Urip, Girilaya, dan 

sekitarnya, lokasi Gedung Setan 

semakin mendukung perannya sebagai 

rumah duka (Santoso & Isr, 2019). 

Seiring berjalannya waktu, gedung 

Setan dikelilingi oleh rumah-rumah kecil 

dan pertokoan, di mana memberikan 

kesan lingkungan yang memburuk 

dengan kepadatan tinggi. Kondisi 

tersebut semakin menunjukkan 

kekumuhan, didukung bangunan yang 

usang dan tidak terawat dengan baik 

(Suwarlan, 2022). 

 

4. Penutup 

Permukiman kumuh perkotaan 

merupakan tantangan yang signifikan di 

banyak kota di seluruh dunia. Mereka 

dicirikan sebagai perumahan yang tidak 

memadai, akses terbatas ke 

infrastruktur penting, serta banyaknya 

masalah terkait kejahatan dan rentan 

terhadap penyakit. Faktor pendorong 

terbentuknya daerah kumuh meliputi 

urbanisasi yang cepat, kemiskinan 

perkotaan, keterjangkauan perumahan, 

dan penguasaan lahan yang tidak 

aman. Tantangan akan sanitasi, 

higienitas, dan kontrol publik, semakin 

menambah kesulitan yang dihadapi 

oleh penghuni di kawasan permukiman 

kumuh. 

Permukiman kumuh dapat 

terbentuk pada rangkaian permukiman 

formal maupun informal. Penting untuk 

membedakan antara permukiman 

formal dan informal. Permukiman 

formal mematuhi peraturan pemerintah 

dan persyaratan hukum, sedangkan 

permukiman informal tidak memiliki 

pengakuan dan regulasi yang jelas. Di 

dalam permukiman formal, faktor-faktor 

seperti ketidakstabilan politik 

pemerintah, kepadatan penduduk atau 

penghuni liar, kondisi rumah yang 

memburuk, infrastruktur yang tidak 

memadai, minimnya penyesuaian 

kebijakan dan pengelolaan, serta 

kepemilikan properti yang tidak jelas, 

dapat berkontribusi terhadap 

pembentukan permukiman kumuh. 

Permukiman informal memiliki 

karakteristik yang sama dengan 

permukiman kumuh. Upaya untuk 

mengatasi kekumuhan pada 

permukiman informal memerlukan 

pendekatan komprehensif yang 

berfokus pada peningkatan 

infrastruktur, penyediaan layanan 

esensial, dan penerapan kebijakan 

perumahan yang efektif. Pembangunan 

vertikal juga dapat memainkan peran 

penting dalam memaksimalkan ruang 

terbatas di permukiman informal. 

Permukiman kumuh memiliki ciri 

kondisi yang beragam bergantung 

lokasinya. Keragaman kondisi ini 

dimungkinkan dapat menimbulkan bias 

terkait cara mengatasi permasalahan 

permukiman kumuh, yang tidak dapat 

disamaratakan. Untuk itu, perlu 

dilakukan penelusuran mengenai 

penanganan permukiman kumuh yang 

kontekstual demi menciptakan 

lingkungan berkelanjutan di perkotaan. 
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